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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Bab ini penulis mengemukakan kesimpulan yang merupakan inti sari 

berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data yang ditemukan oleh 

penulis selama menulis skripsi sebagai berikut : 

1. Perlindungan hukum bagi konsumen yang memanfaatkan media 

internet dalam transaksi jual beli secara online telah diatur dalam 

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pelaku usaha 

wajib memberikan kompensasi/ganti rugi kepada konsumen apabila 

terjadi kerugian, karena pihak penyedia jasa/platform hanya sekedar 

memberikan layanan serta informasi tanpa ada pertanggungjawaban 

apabila terjadi kerugian kepada konsumen. Dengan demikian, 

perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaki jual beli secara 

online masih sangat lemah dan peraturan mengenai perlindungan 

konsumen belum berjalan secara efektif. 

2. Apabila timbul kerugian terhadap konsumen, konsumen dapat 

meminta pertanggung jawaban dari pelaku usaha yaitu dengan 

meminta kompensasi atau ganti rugi. Apabila pelaku usaha tidak 

menjalankan kewajibannya maka konsumen dapat mengajaukan 

upaya hukum dengan 2 (dua) cara yaitu dengan melalui pengadilan 
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(Litigasi) dan melalui luar pengadilan (Non Litigasi). Penyelesaian 

sengketa melalui luar pengadilan  yaitu melalui lembaga Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang sebagaimana telah 

diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

B. Saran 

Berdasarkan permasalah yang terjadi dalam transaksi jual beli secara 

online tersebut dan hasil penelitian yang diperoleh penulis, maka penulis 

memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Sebaiknya peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan 

konsumen harus ditambahkan. Tidak hanya sekedar mengatur 

mengenai konsumen dan pelaku usaha saja, tetapi harus juga 

mengatur mengenai penyedia jasa/platform sebagai perantara dan 

mengatur juga mengenai tanggungjawab platform apabila timbul 

kerugian terhadap konsumen. Agar kedepannya konsumen semakin 

percaya dalam melakukan transaksi jual beli secara online tanpa takut 

akan dicurangi oleh pihak pelaku usaha yang tidak beritikad baik. 

2. Sebaiknya pihak penyedia jasa/platform harus memastikan terlebih 

dahulu apakah pelaku usaha telah jujur dalam menjual barang melalui 

situs mereka sesuai dengan spesifikasi dan kondisi dari barang yang 

akan dijual oleh pelaku usaha. Dengan adanya pemeriksaan seperti 

itu, maka dapat mengurangi tingkat kerugian terhadap konsumen dan 

konsumen juga dapat mempercayai barang jualan dari pelaku usaha 
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melalui spesifikasi yang telah dijelaskan melalui informasi dalam 

website online shop. 

3. Konsumen harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual 

beli secara online, karena antara konsumen dan pelaku usaha tidak 

bertemu secara langsung, maka tingkat kecurangan dari pelaku usaha 

yang tidak beritikad baik dalam menjalankan kewajibannya lebih 

mudah terjadi dan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. 
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